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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang  profesional, Dbersih, efektif,
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya maka perlu adanya tata kelola
sistem pemerintahan berbasis elektronik;

. bahwa dalam tata kelola sistem pemerintahan berbasis

elektronik diperlukan adanya peta rencana sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022-2026;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); yang telah
diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas




Menetapkan
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17.
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Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 90);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1235);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan
Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 551);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dan
Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1829);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 994);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2013 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 - 2026.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1:
2.
3.

10.

LL
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13.

14.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.
Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat

DINKOMINFO adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat

SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan
terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam
penerapan SPBE secara terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan
SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE
yang berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau
beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur
SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi
yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta
Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah
kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di
Pemerintah Daerah

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan
kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.



15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK

16.

17

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi serta komunikasi.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Perangkat Daerah pemilik sistem
informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Keamanan informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi
dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

BABII
PETA RENCANA SPBE

Pasal 2

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana

SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam

bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten Purbalingga dalam
rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE
Kabupaten Purbalingga.

(3) Peta Rencana SPBE memuat :

kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Kabupaten Purbalingga;
perencanaan Strategis SPBE;

teknologi Informasi dan Komunikasi;

penyelenggara SPBE;

penerapan manajemen SPBE;

audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

layanan Pemerintah Berbasis Elektronik; dan

layanan Publik Berbasis Elektronik.
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(4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun atau berdasarkan:

a. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purbalingga;

b. perubahan rencana Strategis Kabupaten Purbalingga;

c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga.

(5) Review Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

oleh Tim Peta Koordinasi SPBE.

Pasal 3
Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga meliputi:

1.Babl : PENDAHULUAN

2.Bab II : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SPBE

3. Bab III : ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE
KABUPATEN

4.Bab IV : EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE

5.Bab Vv : KONDISI = AKTUAL SPBE KABUPATEN
PURBALINGGA

6. Bab VI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN

PURBALINGGA



7.Bab VII : TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN

PURBALINGGA
8. Bab VIII : ANALISIS KESENJANGAN
9. Bab IX : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN
PURBALINGGA
10.Bab X : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI
11. Bab XI : PENUTUP
BAB II
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 &pril 2022

BUPATI PUBALINGGA,
«

"DYAH H/ﬂU NING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI
BERITA DAERAHVKABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 32

NO JABATAN PARAF

1 | Sekretaris Daerah
2 Asisten Pemerintahan
dan Kesra
3 Kepmawo ﬁ\"

4 | Kepala Bagian Hukum




BAB XI
PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 — 2026 memuat analisis
kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ditetapkan
kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga sesuai amanah
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi
berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan,
pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Purbalingga, serta diuraikan dalam tahapan
rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Purbalingga meliputi tahapan
pembangunan pondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di
Kabupaten Purbalingga meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi
informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk
tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap
pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan
komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek
implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun
pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga ini bukanlah suatu dokumen yang statis,
namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten
Purbalingga harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada
organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga juga harus terintegrasi
dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahunan (RPJMD),
sehingga Dokumen Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari dokumen RPJMD Kabupaten
Purbalingga yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

BUPATI PUBALINGGA,
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DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal NO JABATAN PARAF
SEKRETARIS DAERAH 1 | Sekretaris Daerah
KABUPATEN PURBALINGGA, 2 Asisten Pemerintahan
| dan Kesra
3 | Kepala Dinkomin(o | e
4 | Kepala Bagian Hukum vi
HERNI SULASTI




